
 
 

 
 
 

 
BUPATI TULUNGAGUNG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  BUPATI  TULUNGAGUNG 

NOMOR  5  TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016  

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  

TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TULUNGAGUNG, 
 

 

Menimbang 
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bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi  Kecamatan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati 

Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan 

Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik   Indonesia   Tahun   2019   Nomor   187, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

6402); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68); 

5. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Tulungagung   Nomor   20 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 

2021 Nomor 1 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN 

TULUNGAGUNG 

 

 Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagunng 

Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan 

Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2016 Nomor 65) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut; 

Pasal 3 

(1) Susunan  Organisasi Kecamatan terdiri dari:  

a. Kecamatan  

1. Camat; 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

a)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b)  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

3. Seksi Pemerintahan; 

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; 

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;  

7. Seksi Pelayanan Publik; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

b. Kecamatan Tulungagung 

1. Camat; 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

a)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b)  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
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3. Seksi Pemerintahan; 

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; 

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;  

7. Seksi Pelayanan Publik. 

8. Kelurahan, terdiri dari : 

a) Lurah; 

b) Sekretariat; 

c) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 

d) Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Masyarakat;  

e) Seksi Ketentraman dan Ketertiban. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I 

dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 

huruf a) dan huruf b angka 2 huruf a), mempunyai 

tugas :  

a. melakukan urusan administrasi persuratan, 

kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan 

rumah tangga; 

b. melakukan tata usaha dan administrasi   

kepegawaian; 

c. menyelenggarakan urusan perpustakaan, informasi 

dan dokumentasi; 

d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 

huruf b) dan huruf b angka 2 huruf b), mempunyai 

tugas : 

a. menyusun  progam dan perencanaan Kecamatan; 

b. menyusun bahan koordinasi dan penyusunan 

pengelolaan implementasi akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah; 

c. menyusun bahan pengawasan, monitoring, evaluasi 
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dan pelaporan program dan perencanaan 

Kecamatan; 

d. melakukan penatausahaan  keuangan dan barang 

milik daerah; 

e. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan 

melakukan administrasi barang; 

f. menyusun dokumen anggaran;  

g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

(3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. 

   

 
 

 
 

Ditetapkan di Tulungagung 

pada tanggal  2 Januari 2023 

BUPATI  TULUNGAGUNG, 
 

ttd 
 

          MARYOTO BIROWO 

 

Diundangkan di Tulungagung 

pada tanggal 2 Januari 2023 
SEKRETARIS DAERAH, 
 

ttd. 
 

Drs. SUKAJI, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19640119 198508 1 003 

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2023 Nomor 5 

 



LAMPIRAN  II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

 

LURAH

SEKRETARIAT

S E K S I S E K S I S E K S I

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

PEMBERDAYAAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT

KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN

S E K S I

PEMERINTAHAN
KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT

KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT
PELAYANAN PUBLIK

SUB BAGIAN SUB BAGIAN

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

PERENCANAAN DAN 

KEUANAN

S E K S I S E K S I S E K S I S E K S I

SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN TULUNGAGUNG
KABUPATEN TULUNGAGUNG

CAMAT

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

BUPATI TULUNGAGUNG, 
 

ttd 

 
MARYOTO BIROWO 



LAMPIRAN  I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

 

`

 

DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

S E K S I

PEMERINTAHAN
KETENTERAMAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT

SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

CAMAT

KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

PERENCANAAN 

DAN KEUANGAN

FUNGSIONAL KECAMATAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN

S E K S I S E K S I S E K S I

KESEJAHTERAAN

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

ttd

S E K S I

PELAYANAN PUBLIK


